
Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 1 

 

Pemkab Balangan Serahkan Dana Hibah untuk Rumah Ibadah 

 
http://infopublik.id/kategori/nusantara/470653/pemkab-balangan-serahkan-dana-hibah-untuk-rumah-

ibadah 

 

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui bagian Kesejahteraan Masyarakat menganggarkan 

bantuan dana hibah untuk masjid, mushalla dan majelis ta’lim yang tersebar di delapan kecamatan 

di Kabupaten Balangan. 

Dana hibah ini berasal dari anggaran APBD 2020 sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten 

Balangan terhadap tempat ibadah tersebut. 

Untuk memastikan ketepatan bantuan, Bupati Balangan H Ansharuddin pun turun ke lapangan 

untuk memonitoring kondisi bangunan tempat ibadah, seperti masjid mushalla dan masjelis ta’lim 

yang masuk dalam daftar penerima dana hibah. 

Didampingi Bagian Kesra Setda Balangan, Badan Keuangan daerah dan instansi terkait, Bupati 

bertahap mendatangi penerima bantuan hibah di sejumlah kecamatan.  

(Diringkas dari https://redkal.com/pemkab-balangan-segera-kucurkan-dana-hibah-2020-untuk-

tempat-ibadah-dan-majelis-talim/  ) 

"Tidak hanya majelis taklim saja yang mendapat bantuan, tetapi tempat ibadah lainnya pun juga 

mendapat hal yang sama. "Bantuan untuk masjid, langgar, musala, majelis taklim, dan tempat 

ibadah non muslim seperti gereja, wihara, dan lain-lain," jelas Ansharuddin. 
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Sedikitnya ada kurang lebih lima tempat ibadah yang didatangi untuk bantuan tersebut, yakni 

Majelis Taklim Sirajul Huda di Halong, Langgar Al-Amin di Desa Hauwai, Langgar Siratul 

Mustaqim di Desa Sumber Agung, Musala Nurul Ibadah di Desa Karya, dan Musala Nurul Jibal 

di Desa Puyun, kemudian berlanjut ke Desa Padang Panjang untuk dilakukan survei tempat ibadah. 

Khusus di Majelis Taklim Sirajul Huda, dana hibah yang disalurkan mencapai Rp45 juta, dengan 

rencana uang yang akan digunakan untuk membangun tempat wudhu dan WC. 

Dua langgar di desa lain pada kecamatan yang sama juga didatangi. Satu langgar baru dibangun 

di Desa Halong mendapatkan bantuan senilai Rp50 juta yang akan dianggarkan pada anggaran 

perubahan. Adapun langgar di Desa Padang Raya mendapat bantuan senilai Rp27 juta. 

Ansharuddin berharap dengan adanya pembangunan tempat ibadah tersebut, bisa bermanfaat bagi 

masyarakat. Terlebih, pemerintah juga berperan serta dalam proses pembangunan ini. ( Diringkas 

dari http://infopublik.id/kategori/nusantara/470653/pemkab-balangan-serahkan-dana-hibah-

untuk-rumah-ibadah# ) 

Sumber Berita: 

1. https://redkal.com, Pemkab Balangan Segera Kucurkan Dana Hibah 2020 untuk Tempat 

Ibadah dan Majelis Ta’lim, 27 Juli 2020. 

2. https://banjarmasin.tribunnews.com, Pemkab Balangan Serahkan Dana Hibah untuk 

Rumah Ibadah, 28 Juli 2020. 

 

 

Catatan: 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 5 

Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah daerah lainnya; 
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c. Perusahaan daerah; 

d. Masyarakat; dan/atau 

e. Organisasi kemasyarakatan. 

 

Pasal 6 

Ayat (5) 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) 

 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan 

c. Memiliki sekretariat tetap. 


